BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
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DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan  Menteri Pertanian = Nomor
21/Permentan/KB.410/6/2017, usaha budidaya
tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua
puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pendelegasiaan Kewenangan Penerbitan
Surat Tanda Daftar Usaha Perekebunan untuk
Budidaya di Kabupaten Padang Pariaman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/0T.140/9/2013 tentang  Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan Tahun 2013 Nomor 1180
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor
21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang  Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan;
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1. Keputusan Dircktorat Jenderal Perkebunan Nomor
105/Kpts/P1.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan
Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B),

2. Surat Edaran Direklorat Jenderal Perkebunan Nomor

477/P1.400/E/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023
tentang Penataan Pendaftaran Pckebun Rakyat melalui
e_STDB.

MEMUTUSKAN :

Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar
Usaha Perkebunan Untuk Budidaya di Kabupaten Padang
Pariaman.

Delegasi kewenangan secbagaimana dimaksud pada diktum
KESATU diberikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun
Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan,

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

PARAF KOORDINASI pada tanggal 24 Juni 2024

SEKDA [ ~< BUPATI PADANG PARIAMAN,
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Tembusan ini disampatkan kepada :

1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;

2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat dl Padang;

3. Dinas Perkebunuan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat di Padang;

4. Arsip.



